NOMOR : 6

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015

Menimbang

Mengingat

TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 tentang Aset Desa, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa perlu
disesuaikan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 -
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ... 2



10.

2

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah ... 3
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG

DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 31 Pasal 1 diubah dan Pasal 1

ditambahkan angka 38, angka 39 dan angka 40, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasall ... 4
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Majalengka.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;

Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan
dan Pelaksana Kewilayahan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa Bersama adalah badan usaha milik 2 (dua)
Desa atau lebih yang disepakati melalui musyawarah antar Desa
dengan difasilitasi oleh badan kerjasama antar Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

15. Kawasan ... 5
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan
pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian,
pengarahan dan fasilitasi Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

Bakal calon adalah warga masyarakat Desa setempat atau putera
Desa yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan
ditetapkan sebagai Bakal calon Kepala Desa.

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih
menjadi Kepala Desa.

Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa.

Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam
pemilihan Kepala Desa.

Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan untuk mendapatkan Bakal calon dari warga masyarakat
setempat atau putra Desa.

29. Penyaringan ... 6



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan
baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan
para Bakal calon.

Putra Desa adalah seseorang atau penduduk yang dilahirkan dan
bertempat tinggal di Desa bersangkutan atau di luar Desa tersebut
dan mengetahui kondisi Desanya.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD
adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah
Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan
oleh Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa
yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten.

Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena
ikatan formal antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga untuk
bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan
tertentu.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
BPD.

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan
keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat
LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan
menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

2. Ketentuan ... 7
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2. Ketentuan ayai (1) huruf e Pasal 22 diubah, ayat (1) huruf f, huruf g,
huruf h, huruf i Pasal 22 dihapus dan ayat (2) Pasal 22 ditambahkan 1
(satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 21 huruf a, paling sedikit terdiri atas:

()

oo op

o - - B}

Sistem organisasi perangkat Desa;
Sistem organisasi masyarakat adat;
Pembinaan kelembagaan masyarakat;
Pembinaan lembaga dan hukum adat;

Pengelolaan tanah kas Desa, tanah Desa atau tanah hak milik
Desa yang menggunakan sebutan setempat;

Dihapus;
Dihapus;

. Dihapus;

Dihapus;
Pengembangan peran masyarakat Desa.

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf b, paling sedikit terdiri atas kewenangan :

o poop

Ceor o M

Pengelolaan pasar Desa;

Pengelolaan tempat pemandian umum;

Pengelolaan jaringan irigasi;

Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan
terpadu; :

Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

. Pengelolaan embung Desa;

Pengelolaan air minum berskala Desa;

Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
dan

Pengeloaan tambatan perahu.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

)

Pasal 25

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

* Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

(4) Sekretariat ... 8
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(4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas
membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(5) Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

(6) Susunan Sekretariat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

(7) Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai
satuan tugas kewilayahan, dengan jumlah disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan
luas wilayah Kkerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan
penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

(7) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(8) Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

(9) Susunan Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut melalui Peraturan
Bupati. A

(10) Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai
berikut: .

Pasal 26
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai fungsi
sebagai berikut: :

a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan.

b. Masalah ... 9
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b. Masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,
melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

c. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan.

d. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

e. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

f. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan
lembaga lainnya.

Ketentuan Pasal 45 huruf g dihapus dan Pasal 45 ditambahkan 1 (satu)
huruf yakni huruf p, sehingga sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 45

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.
b.
c.

B

Seorge M

L

Warga negara Republik Indonesia;

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar; '

Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

Dihapus;

Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Tidak sedang dalam status tersangka untuk suatu tindak pidana;

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Sehat jasmani dan rohani;

m. Berkelakuan ... 10
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Berkelakuan baik;

Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;

Tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa;dan

Bersedia untuk berdomisili di Desa yang bersangkutan apabila telah
dinyatakan sebagai Kepala Desa Terpilih.

Ketentuan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

)

Pasal 59

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak lebih dari 1 (satu)
tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah
Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya
Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, fungsi, wewenang,
kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31.

Ketentuan ayat {2) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

)

3)

(4)

©)

Pasal 60

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 lebih dari 1 (satu) tahun,
Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah
sebagai Penjabat Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala
Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa Antarwaktu.

Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih
melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa
diberhentikan.

Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai
habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62 ... 11
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Pasal 62

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang
memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat;dan

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh
dua) tahun.

Yang dimaksud persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan menjadi Calon Perangkat Desa yang
ditulis tangan di atas kertas bermaterai/segel;

Melampirkan photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi;
Melampirkan photo copy KTP;

Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter;
Melampirkan photo copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisasi;
Melampirkan pas photo ukuran 4x6.sebanyak 2 (dua) lembar.

®o Qo o

10. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

(1)

)

3)

Pasal 92

Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa,
dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang
bersumber dari ADD.

Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa,
Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:

a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit
Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam
ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per
seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit
Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus duapuluh empat ribu empat
ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per
seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang
I1/a;dan

c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit
Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)
setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawa1 Negeri
Sipil golongan ruang II/a.

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap
minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber
lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

.

(4). Ketentuan ... 12
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala
Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 110 dihapus dan Pasal 110
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 110 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 110

(1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa.

(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBDesa, juga dapat
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Dihapus.
(4) Dihapus.

(5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah
Daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(6) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai
berikut: :

Pasal 111

(1) Pendapatan Desa terdiri dari kelompok:
a. Pendapatan Asli Desa;
b. Transfer;
c. Pendapatan lain.

(2) Pendapatan Desa bersumber dari:

a. Pendapatan asli Desa bersumber dari hasil usaha, hasil aset,
swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan Pendapatan Asli Desa
yang sah;

b. Transfer bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima Daerah, Bantuan keuangan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Pendapatan lain bersumber dari Hibah dan sumbangan yang tidak
mengikat dari pihak ketiga; dan pendapatan Desa yang sah.

(3) Hasil ... 13
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Hasil usaha Desa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a antara lain hasil BUMDesa.

Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain
pasar Desa, Tanah Kas Desa,tempat pemandian umum dan jaringan
irigasi.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang
melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang
dinilai dengan uang.

Pendapatan Asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a antara lain hasil pungutan Desa.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening
kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 113 diubah, sehingga
Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

(1)

)

@)

(4)

Pasal 113

Pengelolaan keuangan Desa meliputi :

a. Perencanaan;

Pelaksanaan;
Penatausahaan;
Pelaporan; dan
Pertanggungjawaban.

oo T

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desadan mewakiliPemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan
milik desa yang dipisahkan.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan
sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Diantara Pasal 119 dan Pasal 120 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
119A yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

)

Pasal 119A

Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 di
luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah
bengkok atau sebutan lain.

Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan
tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 huruf
b angka 1.

(3) Ketentuan ... 14
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok
atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 121

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester
pertama kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Laporan pelaksanaan APBDesa;dan
b. Laporan realisasi kegiatan.

(3) Perangkat Desa pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada
Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan
selesai.

(4) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling lambat minggu kedua bulan Juli
tahun berjalan. :

(5) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 122 diubah dan Ketentuan Pasal 122
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 122 berbunyi
sebagai berikut:

_Pasal 122

(1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), Kepala Desa juga
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan
Desa setiap akhir tahun anggaran.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun
anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Diantara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
128A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128A ... 15
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Pasal 128A

Pengelolaan tentang aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 184 diubah, sehingga Pasal
184 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

(1) Di Desa dapat dibentuk LKD.
(2) Pembentukan LKD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(8) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan
mufakat. :

(4) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk
ditetapkan mejadi Peraturan Desa.

(5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan
kepada Bupati melalui Camat.

Ketentuan Pasal 185 huruf f dihapus dan Pasal 185 ditambahkan 1 (satu)
huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 185 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

LKD terdiri dari :

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM;
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK;
Rukun Warga selanjutnya disingkat RW;

Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT;

Karang Taruna;

Dihapus;

Pos Pelayanan Terpadu.

® o a0 TP

Ketentuan Pasal 186 diubah, sehingga Pasal 186 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 186

LKD mempunyai maksud yaitu :

a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;

b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

21. Ketentuan ... 16
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Ketentuan Pasal 187 diubah, sehingga Pasal 187 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 187

LKD mempunyai tujuan yaitu :
a. Untuk mengoptimalkan kegiatan LKD;
b. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan

(perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat di Desa.

Ketentuan Pasal 188 diubah, sehingga Pasal 188 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 188

Kedudukan LKD merupakan mitra yang membantu Pemerintah Desa
dalam memberdayakan masyarakat.

Ketentuan Pasal 189 diubah, sehingga Pasal 189 berbunyi sebagai
berikut:

LKD di desa mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam
memberdayakan masyarakat.

Ketentuan Pasal 195 diubah, sehingga Pasal 195 berbunyi sebagai
berikut: '

Pasal 195

(1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

(2). Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
memenuhi persyaratan:

a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak
bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh
masyarakat; ,

berkedudukan di Desa setempat;

keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
memiliki kepengurusan yang tetap;

memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan

tidak berafiliasi kepada partai politik.

m oo oA

(3) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam
memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat
sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

(4) Dalam ... 17
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(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

LAD berfungsi:

a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat
hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan
unsur kekerabatan lainnya;

b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta
dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan
warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan
di Desa;

c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan
keputusan dalam musyawarah Desa;

d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa
pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;

e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman
dan ketertiban masyarakat Desa;

f. mengembangkan nilai adat wuntuk kegiatan kesehatan,
pendidikanmasyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan
lainnya;dan

g. mengembangkan kerjasama dengan LAD lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Diantara Pasal 195 dan Pasal 196 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
195A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 195A

Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf g
bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat Desa.

Ketentuan Pasal 196 diubah, sehingga Pasal 196 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 196
Pengurus LKD dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat
terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan,

kemampuan dan kepedulian. Nama-nama yang dipilih disampaikan dan
disahkan oleh Kepala Desa.

Ketentuan Pasal 197 diubah, sehingga Pasal 197 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 197

(1) Pengurus LKD memegang jabatan selama S (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan.

(2) Pengurus ... 18
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(2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat
paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau
tidak secara berturut-turut.

(3) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan
dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Ketentuan Pasal 198 diubah, sehingga Pasal 198 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 198

Susunan Organisasi LKD terdiri dari :
a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara;

d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan Pasal 199 diubah, sehingga Pasal 199 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 199

(1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat
kemitraan.

(2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa
bersifat konsultatif. .

(83) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan
lainnya di Desa bersifat koordinatif.

Ketentuan Pasal 201 diubah, sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 201
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD
sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD
sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

Ketentuan Pasal 203 diubah, sehingga Pasal 203 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 203 ... 19
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Pasal 203

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah ada,
wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini paling lambat 1
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 Oktober 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd
KARNA SOBAHI
Diundangkan di Majalengka

pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

1

AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (6/209/2019)

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

T

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003
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